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ABSTRACT

Climate change represents one of the most pressing environmental challenges facing Indonesia today. Its
consequences extend beyond ecological dimensions, encompassing complex legal, social, and economic
implications. This research aims to analyze the extent to which Indonesian positive law provides legal
protection to the environment against the impacts of climate change, and to examine how such a legal
framework aligns with the principles of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 13 on
climate action. The findings reveal that although Indonesia has established a comprehensive legal framework
— including Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, the ratification of the Paris
Agreement through Law No. 16 of 2016, and various implementing regulations — its enforcement and
implementation continue to face considerable obstacles. Synchronization between national regulations and
international commitments such as the SDGs and Nationally Determined Contributions (NDC) remains
suboptimal, largely due to weak institutional capacity, overlapping authority, and prevailing economic
interests. This study underscores the urgent need to strengthen environmental law in a manner that upholds
sustainable development principles, intergenerational equity, and the integration of climate justice into
Indonesia's judicial system.

Keywords: Legal Protection; Environment,; Climate Change; SDGs, Sustainable Development

Abstrak

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan lingkungan paling mendesak yang dihadapi Indonesia saat
ini. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aspek ekologis, tetapi juga berdimensi hukum, sosial, dan
ekonomi yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia
memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dari dampak perubahan iklim, serta mengkaji sejauh
mana kerangka hukum tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs),
khususnya SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun
Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang relatif komprehensif — mulai dari UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ratifikasi Perjanjian Paris melalui UU
No. 16 Tahun 2016, hingga berbagai peraturan turunannya — implementasi dan penegakan hukumnya masih
menghadapi hambatan signifikan. Sinkronisasi antara regulasi nasional dan komitmen internasional seperti
SDGs dan Nationally Determined Contributions (NDC) masih belum optimal, terutama karena lemahnya
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kelembagaan, tumpang-tindih kewenangan, serta tekanan kepentingan ekonomi. Penelitian ini menegaskan
perlunya penguatan hukum lingkungan yang berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan
antargenerasi, dan integrasi climate justice dalam sistem peradilan Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Lingkungan Hidup; Perubahan Iklim; SDGs; Pembangunan
Berkelanjutan

1. PENDAHULUAN

Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan yang jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan telah
menjadi fenomena global yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia. Di Indonesia,
dampaknya sudah terasa nyata — banjir besar yang semakin sering, kekeringan panjang seperti yang terjadi
saat El Nifio 2023, naiknya permukaan laut yang mengancam pulau-pulau kecil, hingga pemutihan terumbu
karang di perairan yang kaya biodiversitas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan
mencatat bahwa suhu rata-rata Indonesia pada tahun 2024 mencapai 27,52°C, atau mengalami kenaikan
sebesar 0,81°C dari kondisi normal. Meskipun secara angka terlihat kecil, peningkatan tersebut memiliki
konsekuensi yang signifikan bagi stabilitas ekosistem dan kehidupan masyarakat, khususnya bagi kelompok
yang sangat bergantung pada kondisi iklim yang stabil.

Indonesia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam menghadapi perubahan iklim. Sebagai
negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia termasuk salah satu negara yang
paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan sebagai
salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, terutama akibat tingginya laju deforestasi.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024 menunjukkan bahwa laju
deforestasi netfo Indonesia masih mencapai 175.400 hektare per tahun. Angka ini menjadi indikator bahwa
tekanan terhadap lingkungan masih sangat tinggi, di tengah upaya global untuk menekan emisi karbon secara
kolektif.

Dalam konteks tersebut, hukum seharusnya memainkan peran strategis sebagai instrumen pengendalian dan
perlindungan lingkungan hidup. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup, tidak hanya
bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Secara normatif, Indonesia telah memiliki
sejumlah instrumen hukum yang cukup kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang
meratifikasi Perjanjian Paris, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Namun demikian, permasalahan
tidak berhenti pada aspek ketersediaan regulasi semata. Implementasi di lapangan masih menghadapi
berbagai kendala, seperti tumpang tindih kewenangan antarlembaga, lemahnya penegakan hukum, serta
dominasi kepentingan ekonomi yang kerap mengesampingkan pertimbangan lingkungan.

Pada saat yang bersamaan, komunitas internasional telah menyepakati suatu kerangka pembangunan global
yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs), yang terdiri atas 17 tujuan pembangunan
berkelanjutan. Salah satu tujuan tersebut, yaitu SDG 13, secara khusus menekankan pentingnya penanganan
perubahan iklim secara mendesak dan terintegrasi. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam SDGs pada
dasarnya sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang
menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa
terdapat kesesuaian secara normatif antara komitmen global dan kerangka hukum nasional.

Namun demikian, kesesuaian normatif tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai sejauh mana
implementasi dan harmonisasi antara hukum nasional dengan komitmen global tersebut telah berjalan secara
efektif. Apakah regulasi yang ada telah mampu mengakomodasi prinsip-prinsip SDGs secara substansial,
ataukah masih sebatas pada tataran formalitas normatif.

Penelitian ini hadir dari adanya kesenjangan antara cita-cita normatif yang tercermin dalam regulasi dan
komitmen internasional dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis bagaimana kerangka hukum perlindungan lingkungan di Indonesia dalam merespons
tantangan perubahan iklim, serta mengkaji sejauh mana regulasi tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip
Sustainable Development Goals (SDGs). Kajian ini menjadi penting mengingat isu perubahan iklim tidak
hanya berkaitan dengan aspek lingkungan semata, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam
menjamin keberlanjutan kehidupan serta keadilan bagi generasi masa kini dan generasi yang akan datang.
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Dengan demikian, penguatan hukum lingkungan menjadi suatu keniscayaan agar hukum tidak hanya berhenti
sebagai norma tertulis, tetapi juga mampu diwujudkan secara efektif dalam praktik.

1.1. Rumusan Masalah

a. Bagaimana kerangka hukum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dalam menghadapi dampak
perubahan iklim?

b. Mengapa perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup menjadi urgen dalam konteks perubahan iklim
di Indonesia?

c. Sejauh mana hukum nasional Indonesia telah selaras dengan prinsip Sustainable Development Goals
(SDGs), khususnya SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim?

d. Apa saja kendala dalam implementasi dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia terkait perubahan
iklim?

e. Bagaimana upaya penegakan hukum lingkungan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan
perubahan iklim di masa depan?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada
kajian hukum sebagai sistem norma melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin dalam
bidang hukum lingkungan serta perubahan iklim. Penelitian dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan
pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perbandingan digunakan untuk
membandingkan pengaturan hukum perubahan iklim di Indonesia dengan negara-negara lain guna
memperoleh perspektif yang lebih komprehensif, meskipun tidak secara mendalam menganalisis satu negara
tertentu.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer
meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia,
serta putusan pengadilan terkait lingkungan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan
laporan lembaga terkait, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif
dengan pendekatan preskriptif untuk menilai dan merumuskan bagaimana hukum seharusnya diterapkan
dalam menghadapi perubahan iklim.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Kerangka Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia

Dasar hukum lingkungan hidup di Indonesia merupakan sistem regulasi terpadu yang berakar pada amanat
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sebagai pengakuan atas hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang
sehat, yang kemudian diimplementasikan secara teknis melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Kerangka hukum ini kini beroperasi
dengan penyesuaian signifikan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) yang
mengintegrasikan perizinan lingkungan ke dalam perizinan berusaha untuk menyederhanakan birokrasi,
namun tetap mewajibkan instrumen pencegahan seperti Amdal, UKL-UPL, dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana, negara
menetapkan standar baku mutu lingkungan yang ketat serta mengadopsi prinsip strict liability atau tanggung
jawab mutlak bagi korporasi yang menimbulkan dampak serius, yang didukung oleh penegakan sanksi
berlapis mulai dari administratif, gugatan perdata ganti rugi, hingga sanksi pidana penjara. Dengan demikian,
seluruh aktivitas pembangunan di Indonesia secara yuridis wajib menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan demi tercapainya keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang.

UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dan UU No. 16 Tahun 2016 memiliki peran yang saling melengkapi
sebagai pilar pengatur kelestarian lingkungan Indonesia baik di skala domestik maupun global. UUPPLH
berfungsi sebagai payung hukum utama yang mengatur tata kelola lingkungan nasional melalui instrumen
preventif seperti Amdal serta penegakan sanksi tegas bagi pelaku pencemaran, sementara UU No. 16 Tahun
2016 berperan sebagai landasan yuridis atas komitmen internasional Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian
Paris. Sinergi antara keduanya memastikan bahwa perlindungan ekosistem di tingkat lokal berjalan selaras
dengan upaya global dalam mitigasi perubahan iklim, di mana pemerintah wajib menurunkan emisi gas
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rumah kaca dan melakukan transisi menuju pembangunan rendah karbon demi menjaga keberlanjutan
lingkungan bagi generasi mendatang.

Implementasi hukum lingkungan di Indonesia bersandar pada tiga prinsip utama yang saling berkaitan untuk
memastikan kelestarian ekosistem. Pertama, sustainable development (pembangunan berkelanjutan) menjadi
fondasi yang mengarahkan agar pembangunan ekonomi saat ini dilakukan tanpa mengorbankan kebutuhan
generasi mendatang dengan cara menyelaraskan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kedua,
precautionary principle (prinsip kehati-hatian) mewajibkan pemerintah dan pelaku usaha untuk tetap
mengambil tindakan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan meskipun belum ada bukti ilmiah yang
mutlak, guna menghindari dampak buruk yang tidak dapat dipulihkan. Terakhir, polluter pays principle
(prinsip pencemar membayar) menegaskan tanggung jawab hukum di mana setiap pihak yang menyebabkan
pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan serta kerugian yang
ditimbulkan. Ketiga prinsip ini memastikan bahwa perlindungan lingkungan bukan sekadar opsi, melainkan
kewajiban yuridis yang ketat dalam setiap kegiatan pembangunan.

Berdasarkan konstitusi, kewajiban negara dalam melindungi lingkungan bersumber dari Pasal 28H ayat (1)
UUD 1945 yang secara eksplisit mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari
hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional setiap warga negara. Mandat ini memberikan tanggung jawab
kepada negara, melalui pemerintah, untuk tidak hanya menjadi pengatur tetapi juga pelindung ekosistem yang
aktif melalui pembuatan kebijakan, pengawasan izin, dan penegakan hukum yang berorientasi pada
keberlanjutan. Dalam konteks ini, negara wajib menjamin bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak boleh
mengabaikan kualitas lingkungan, karena kegagalan negara dalam mencegah kerusakan lingkungan dianggap
sebagai pelanggaran terhadap hak asasi warga negaranya untuk hidup sejahtera lahir dan batin.

3.2. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Dampak Perubahan Iklim di Indonesia

Dampak perubahan iklim di Indonesia saat ini bukan lagi sekadar prediksi masa depan, melainkan telah
berkembang menjadi ancaman eksistensial yang bersifat sistemik dan multidimensi. Fenomena bencana
hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, serta kekeringan ekstrem menunjukkan peningkatan
baik dari segi frekuensi maupun intensitas yang semakin sulit diprediksi. Kondisi ini tidak hanya
menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu stabilitas sektor strategis, khususnya sektor pangan
nasional yang sangat bergantung pada kestabilan iklim. Penurunan produktivitas pertanian akibat perubahan
pola musim menjadi indikator nyata bahwa perubahan iklim telah mengintervensi aspek fundamental
kehidupan masyarakat.

Selain itu, kenaikan permukaan air laut menjadi ancaman serius bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
yang selama ini menjadi ruang hidup bagi jutaan penduduk. Risiko abrasi, intrusi air laut, hingga potensi
tenggelamnya wilayah tertentu menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat mengakibatkan hilangnya
wilayah kedaulatan sekaligus memicu perpindahan penduduk secara paksa (climate-induced displacement).
Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya laju deforestasi yang masih tinggi, yang secara langsung
mengurangi kapasitas lingkungan dalam menyerap emisi karbon. Kerusakan hutan tidak hanya berdampak
pada degradasi ekologis, tetapi juga mempercepat krisis iklim itu sendiri. Dalam konteks ini, kerusakan
lingkungan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, urgensi perlindungan hukum menjadi sangat krusial,
mengingat tanpa intervensi yuridis yang tegas dan sistematis, degradasi lingkungan berpotensi menjadi beban
struktural yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Indonesia menempati posisi yang sangat dilematis sekaligus strategis dalam peta perubahan iklim global. Di
satu sisi, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim,
namun di sisi lain juga menjadi salah satu kontributor emisi gas rumah kaca dalam skala global. Kerentanan
tersebut tercermin dari tingginya risiko tenggelamnya pulau-pulau kecil, kerusakan ekosistem pesisir, serta
gangguan terhadap ketahanan pangan akibat perubahan pola cuaca yang ekstrem dan tidak menentu.
Sementara itu, kontribusi emisi nasional sebagian besar berasal dari sektor penggunaan lahan, deforestasi,
kebakaran hutan, serta ketergantungan yang masih tinggi terhadap energi berbasis fosil, seperti batu bara.

Kondisi kontradiktif ini menciptakan tekanan ganda bagi Indonesia, yaitu sebagai pihak yang harus
beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim sekaligus berkontribusi dalam upaya mitigasi global. Dalam
perspektif hukum, hal ini menuntut adanya penguatan regulasi lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada
penanggulangan dampak (berorientasi adaptasi), tetapi juga pada upaya pengurangan emisi (berorientasi
mitigasi) secara konsisten. Regulasi yang ada harus mampu menjembatani kepentingan pembangunan
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ekonomi dengan kewajiban lingkungan, sehingga tidak terjadi trade-off yang merugikan keberlanjutan jangka
panjang. Dengan demikian, urgensi perlindungan hukum tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga berkaitan
dengan tanggung jawab Indonesia dalam memenuhi komitmen internasional dalam menekan laju pemanasan
global.

Hubungan antara perubahan iklim dengan hak asasi manusia serta kesejahteraan masyarakat merupakan suatu
relasi yang tidak terpisahkan, mengingat stabilitas lingkungan merupakan prasyarat utama bagi terpenuhinya
standar hidup yang layak. Ketika perubahan iklim memicu bencana alam dan kerusakan ekosistem,
dampaknya secara langsung mencederai hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas lingkungan hidup yang
sehat, hak atas air bersih, serta hak atas rasa aman. Dalam konteks konstitusional, hal ini bertentangan dengan
jaminan hak yang telah diatur dalam UUD NRI 1945, sehingga menegaskan bahwa isu perubahan iklim
bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, dampak perubahan iklim juga berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,
terutama bagi kelompok yang bergantung pada sumber daya alam, seperti petani dan nelayan. Ketidakpastian
musim, gagal panen, serta penurunan hasil tangkapan ikan menjadi faktor yang mendorong terjadinya
kerawanan ekonomi dan pangan. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, karena kelompok
masyarakat rentan merupakan pihak yang paling terdampak namun memiliki kapasitas adaptasi yang terbatas.
Dalam situasi demikian, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa negara
hadir dalam memberikan jaminan perlindungan, baik melalui kebijakan mitigasi maupun adaptasi. Dengan
demikian, upaya penanganan perubahan iklim pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan
terhadap martabat manusia serta keberlanjutan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Urgensi hukum sebagai instrumen pengendalian terletak pada fungsinya sebagai mekanisme normatif yang
mampu membatasi dan mengarahkan perilaku individu maupun korporasi agar tetap berada dalam koridor
keberlanjutan lingkungan. Tanpa adanya intervensi hukum yang kuat, eksploitasi sumber daya alam
cenderung dilakukan secara berlebihan dengan orientasi keuntungan jangka pendek, tanpa
mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai alat
kontrol melalui berbagai instrumen, seperti perizinan lingkungan, penetapan standar baku mutu, serta
pemberian sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelanggaran lingkungan.

Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap
komitmen perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya kerangka hukum
yang kuat, komitmen pemerintah tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi memiliki konsekuensi yuridis yang
mengikat seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mencakup kewajiban bagi pemerintah, sektor swasta,
maupun masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan lingkungan. Dengan demikian,
hukum tidak hanya berperan sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan transformatif
dalam mendorong perubahan perilaku menuju pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa penguatan fungsi
hukum tersebut, upaya penanganan perubahan iklim berisiko menjadi tidak efektif dan tidak mampu
mencegah kerusakan lingkungan yang bersifat permanen.

3.3. Harmonisasi Hukum Nasional dengan Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dalam
Penanganan Perubahan Iklim

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang diadopsi oleh United
Nations pada tahun 2015 melalui dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable
Development. SDGs hadir sebagai kelanjutan sekaligus penyempurnaan dari Millennium Development Goals
(MDGs), dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pembangunan
global. Berbeda dengan MDGs yang lebih berfokus pada negara berkembang, SDGs memiliki karakter
universal yang berlaku bagi seluruh negara tanpa terkecuali, baik negara maju maupun berkembang. SDGs
terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang saling terintegrasi, yang dirancang untuk dicapai hingga tahun 2030.
Agenda ini menekankan keseimbangan antara tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu
pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.

Secara konseptual, SDGs berangkat dari kesadaran bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang. Oleh karena itu,
SDGs mengedepankan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip utama “tidak
meninggalkan siapa pun di belakang”, yang menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh manfaat
dari pembangunan tanpa terkecuali. Prinsip ini juga mencerminkan adanya perhatian terhadap kelompok
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rentan serta pentingnya pemerataan dalam distribusi hasil pembangunan. Selain itu, SDGs juga
mengintegrasikan berbagai isu global yang sebelumnya sering dipandang secara terpisah, seperti kemiskinan,
ketimpangan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, hingga tata kelola pemerintahan. Dengan demikian,
SDGs tidak hanya berfungsi sebagai agenda pembangunan, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang
mendorong negara-negara untuk menyusun kebijakan yang terkoordinasi, terpadu, dan berorientasi jangka
panjang. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, SDGs memiliki implikasi yang signifikan karena
mendorong negara untuk melakukan harmonisasi regulasi nasional dengan komitmen global. Hal ini
mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, serta penyusunan
kebijakan yang selaras dengan target-target SDGs. Dengan kata lain, SDGs tidak hanya bersifat deklaratif,
tetapi juga menuntut adanya implementasi konkret melalui instrumen hukum yang efektif.

Salah satu tujuan utama dalam kerangka SDGs adalah SDG 13: Climate Action, yang secara khusus
menekankan pentingnya tindakan segera dan terkoordinasi dalam menghadapi perubahan iklim beserta
dampaknya. Tujuan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ancaman global akibat perubahan iklim yang
tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi, sosial, dan keberlanjutan
kehidupan manusia secara keseluruhan. SDG 13 mencakup sejumlah target strategis, antara lain peningkatan
ketahanan (resilience) dan kapasitas adaptasi terhadap bencana terkait iklim, integrasi kebijakan perubahan
iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, SDG 13 juga menekankan pentingnya pendidikan, peningkatan
kesadaran publik, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan perubahan
iklim.

Dalam perspektif hukum, SDG 13 memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembentukan dan penguatan
regulasi di tingkat nasional. Negara didorong untuk menginternalisasi komitmen global tersebut ke dalam
sistem hukum domestik melalui kebijakan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup
penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca,
pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang
terdampak perubahan iklim. Lebih lanjut, SDG 13 juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan, seperti keadilan antargenerasi (intergenerational equity) dan keadilan iklim (climate justice).
Prinsip keadilan antargenerasi menckankan bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga
kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang, sementara konsep keadilan iklim menyoroti pentingnya
distribusi tanggung jawab dan dampak perubahan iklim secara adil, khususnya bagi kelompok yang paling
rentan. Dengan demikian, SDG 13 tidak hanya berfungsi sebagai tujuan pembangunan global, tetapi juga
sebagai kerangka normatif yang mendorong negara untuk memperkuat komitmen dan kebijakan dalam
menghadapi perubahan iklim secara komprehensif. Implementasi yang efektif dari SDG 13 menjadi indikator
penting dalam menilai sejauh mana suatu negara mampu merespons tantangan perubahan iklim secara
berkelanjutan dan berkeadilan.

Keselarasan regulasi nasional dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 13
tentang penanganan perubahan iklim, menunjukkan bahwa Indonesia secara normatif telah memiliki
kerangka hukum yang cukup progresif. Berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2016 tentang ratifikasi Perjanjian Paris, serta sejumlah peraturan pelaksana lainnya, mencerminkan
adanya upaya negara untuk mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam sistem hukum nasional. Regulasi
tersebut pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan, termasuk
perlindungan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, serta tanggung jawab negara dalam menjaga
keberlanjutan sumber daya alam. Namun demikian, apabila dianalisis secara lebih mendalam, keselarasan
antara regulasi nasional dan SDGs masih menunjukkan karakter yang belum sepenuhnya komprehensif dan
terintegrasi. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar regulasi nasional yang masih bersifat sektoral dan belum
secara eksplisit mengadopsi keseluruhan target dan indikator yang terdapat dalam SDG 13. Dengan kata lain,
meskipun terdapat kesesuaian pada tingkat prinsipil, namun belum seluruh elemen SDGs diinternalisasi ke
dalam kerangka hukum nasional secara sistematis. Akibatnya, implementasi kebijakan sering kali berjalan
secara parsial dan tidak terkoordinasi secara optimal antarsektor.

Dalam kaitannya dengan komitmen internasional, Indonesia telah menyusun Nationally Determined
Contributions (NDC) sebagai instrumen utama dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
NDC Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri dan
hingga 43,20% dengan dukungan internasional. Target tersebut mencerminkan adanya komitmen yang cukup
ambisius dan sejalan dengan agenda global dalam menekan laju perubahan iklim. Selain itu, NDC juga
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mencakup berbagai sektor prioritas, seperti kehutanan, energi, limbah, pertanian, dan industri, yang secara
keseluruhan berkontribusi terhadap emisi nasional.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi NDC masih menghadapi berbagai kendala struktural dan
operasional. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan, baik dari segi sumber
daya manusia, pendanaan, maupun infrastruktur pendukung. Selain itu, koordinasi antarsektor dan
antarlembaga pemerintah juga masih belum optimal, sehingga pelaksanaan kebijakan sering kali tidak
berjalan secara sinergis. Di sisi lain, adanya tarik-menarik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan
perlindungan lingkungan juga menjadi faktor yang menghambat pencapaian target NDC, terutama dalam
sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun juga menjadi
penyumbang emisi yang signifikan.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi tingkat keselarasan adalah belum optimalnya integrasi antara
target NDC dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Dalam banyak kasus,
perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya mengacu pada target penurunan emisi yang telah
ditetapkan secara nasional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan vertikal antara kebijakan pusat dan
implementasi di daerah, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pencapaian komitmen perubahan
iklim secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keselarasan antara regulasi nasional Indonesia dengan prinsip
SDGs dan komitmen internasional melalui NDC secara normatif telah menunjukkan arah yang positif.
Namun, pada tataran implementasi, masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan keselarasan
tersebut belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan yang tidak hanya
berfokus pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas
kelembagaan, serta integrasi yang lebih sistematis antara komitmen global dan kebijakan nasional. Upaya
tersebut menjadi krusial untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban normatifnya,
tetapi juga mampu mencapai target pembangunan berkelanjutan secara efektif dan berkeadilan.

3.4. Problematika Implementasi dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Problematika implementasi dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia menunjukkan adanya hambatan
yang bersifat struktural, sistemik, dan multidimensional. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki
kerangka hukum yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam praktiknya efektivitas penegakan hukum masih
jauh dari optimal. Praktik korupsi dalam proses pengawasan dan perizinan turut memperburuk kondisi
tersebut, sehingga hukum lingkungan sering kali tidak berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang
efektif, melainkan hanya menjadi formalitas administratif semata.

Kelemahan penegakan hukum juga tercermin dari banyaknya pelaku pelanggaran lingkungan yang berhasil
menghindari pertanggungjawaban hukum. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat bukti teknis dalam
pembuktian kasus lingkungan, serta adanya intervensi kepentingan tertentu yang memengaruhi independensi
aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, penegakan hukum cenderung lebih mengandalkan sanksi
administratif dibandingkan sanksi pidana, padahal sanksi pidana seharusnya menjadi instrumen utama dalam
memberikan efek jera terhadap pelanggaran serius. Akibatnya, pelaku pelanggaran tidak menghadapi
konsekuensi hukum yang proporsional dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, sehingga
menciptakan preseden buruk dalam sistem penegakan hukum lingkungan.

Permasalahan lain yang tidak kalah krusial adalah tumpang tindih kewenangan antarlembaga dalam
pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai institusi, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga pemerintah
daerah, memiliki kewenangan yang saling bersinggungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain,
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kerap menimbulkan
disharmoni antara kebijakan pusat dan daerah. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme
koordinasi yang tegas dan mengikat, sehingga dalam praktiknya sering terjadi saling lempar tanggung jawab
antarinstansi ketika menghadapi kasus pelanggaran lingkungan. Akibatnya, proses penegakan hukum
menjadi tidak efektif dan membuka ruang bagi pelaku pelanggaran untuk memanfaatkan celah kelembagaan
tersebut.
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Lebih jauh, ketidakjelasan pembagian kewenangan ini juga berdampak pada meningkatnya kerentanan bagi
masyarakat sipil dan aktivis lingkungan. Dalam situasi di mana mekanisme perlindungan hukum tidak
berjalan secara optimal, pihak-pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup justru berisiko
menjadi korban gugatan hukum strategis terhadap partisipasi publik atau Strategic Lawsuit Against Public
Participation (SLAPP) dari aktor-aktor yang memiliki kepentingan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan
bahwa lemahnya sistem hukum tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga pada
tereduksinya ruang partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan lingkungan.

Di samping persoalan struktural dan kelembagaan, akar permasalahan yang lebih mendasar terletak pada
ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ketegangan ini tampak
jelas dalam sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, yang memiliki
kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun juga menjadi sumber utama kerusakan
lingkungan. Kebijakan kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang bertujuan
untuk menarik investasi, dalam praktiknya sering kali membuka celah bagi pelaku usaha untuk beroperasi
tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai. Kondisi ini mencerminkan fenomena regulatory capture,
yaitu situasi di mana regulator cenderung lebih berpihak pada kepentingan industri dibandingkan dengan
kepentingan publik dan lingkungan hidup.

Fenomena penguasaan regulasi oleh kepentingan industri tersebut menunjukkan bahwa permasalahan
penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika politik
dan ekonomi. Dalam kondisi demikian, hukum kehilangan independensinya sebagai instrumen pengendali
dan berubah menjadi alat legitimasi bagi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang ideal
seharusnya mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan melalui regulasi yang tegas,
pengawasan yang efektif, serta penerapan sanksi yang konsisten, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip
pembangunan berkelanjutan.

Selain faktor normatif dan konflik kepentingan, kelemahan kelembagaan juga menjadi hambatan signifikan
dalam penegakan hukum lingkungan. Tantangan kelembagaan yang dihadapi meliputi ketidakjelasan
pembagian tanggung jawab, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta kurangnya integrasi data
antarinstansi. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pengawas lingkungan, semakin
memperparah kondisi tersebut. Di banyak daerah, jumlah dan kompetensi pengawas tidak sebanding dengan
kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sementara fasilitas pendukung seperti laboratorium uji
lingkungan dan sistem pemantauan emisi masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan pengawasan
terhadap pelanggaran lingkungan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Lebih lanjut, praktik korupsi dalam sektor perizinan dan pengawasan lingkungan menjadi faktor yang secara
langsung merusak integritas sistem hukum. Manipulasi data pemantauan lingkungan, pengabaian temuan
pelanggaran, serta praktik “pemutihan” terhadap pelanggaran dengan imbalan tertentu menyebabkan banyak
kasus serius tidak pernah diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan tidak
hanya memerlukan peningkatan kapasitas, tetapi juga pembenahan integritas dan akuntabilitas aparat
penegak hukum. Tanpa adanya integritas yang kuat, sistem hukum yang baik sekalipun tidak akan mampu
berjalan secara efektif.

Permasalahan-permasalahan tersebut tercermin secara konkret dalam kasus pencemaran Sungai Citarum di
Jawa Barat pada tahun 2018. Sungai Citarum pernah dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di
dunia akibat pembuangan limbah industri tekstil yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
secara masif. Kasus ini menjadi ilustrasi nyata dari lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi, tumpang
tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dominasi kepentingan ekonomi industri atas
perlindungan lingkungan. Intervensi pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pengendalian Pencemaran DAS Citarum dan pelibatan TNI dalam program Citarum Harum
menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum konvensional tidak lagi memadai untuk menangani
permasalahan lingkungan yang kompleks dan sistemik.

Dengan demikian, problematika implementasi dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak dapat
dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai persoalan yang bersifat struktural dan saling
berkaitan. Hambatan kapasitas, tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan ekonomi, kelemahan
kelembagaan, serta praktik korupsi membentuk suatu lingkaran permasalahan yang menghambat efektivitas
hukum lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam
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melakukan reformasi penegakan hukum, agar hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai norma
formal, tetapi benar-benar mampu melindungi lingkungan hidup secara nyata dan berkelanjutan.

3.5. Upaya Penguatan Hukum Lingkungan ke Depan

Penguatan hukum lingkungan ke depan memerlukan harmonisasi regulasi dalam dua dimensi: vertikal
(menyelaraskan hukum internasional, nasional, dan daerah) serta horizontal (menyelaraskan antarsektor
seperti pertambangan, kehutanan, pertanahan, dan tata ruang). Agenda strategis yang mendesak meliputi
revisi komprehensif UU No. 32/2009 tentang PPLH, pembentukan mekanisme koordinasi lintas kementerian,
dan penguatan peran Indonesia dalam forum internasional guna mendorong instrumen hukum global yang
lebih mengikat.

Di sisi penegakan hukum, pendekatan yang diperlukan bukan sekadar represif, melainkan transformatif—
yakni tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki sistem, mencegah kerusakan, dan membangun
kesadaran kolektif. Model ini menuntut kolaborasi lintas sektor, reorientasi kebijakan menuju pemulihan
ekosistem dan rehabilitasi masyarakat terdampak, serta penguatan integritas aparat agar bebas dari tekanan
korporasi maupun politik.

Reformasi kelembagaan juga tak kalah penting, mencakup peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi
koordinasi antarinstansi, dan penyelarasan dengan prinsip SDGs—khususnya SDG 13—serta integrasi
konsep climate justice yang mengakui beban perubahan iklim ditanggung secara tidak proporsional oleh
kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat. Keberhasilan seluruh agenda ini pada akhirnya
bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, sehingga hukum
lingkungan tidak hanya hidup sebagai norma tertulis, tetapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan
nyata bagi generasi mendatang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan iklim telah menjadi ancaman eksistensial yang nyata bagi Indonesia, bukan sekadar isu lingkungan
semata. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia sekaligus salah satu
penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, Indonesia berada dalam posisi yang dilematis, paling rentan
terdampak, namun juga paling berkontribusi terhadap krisis iklim global. Fenomena bencana
hidrometeorologi, kenaikan permukaan laut, kekeringan ekstrem, hingga laju deforestasi yang masih
mencapai 175.400 hektare per tahun menjadi bukti nyata bahwa dampak perubahan iklim telah mencederai
hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H
ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki kerangka hukum perlindungan lingkungan yang cukup progresif. UU
No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU No. 16 Tahun 2016 tentang ratifikasi Perjanjian Paris, serta berbagai
peraturan pelaksananya mencerminkan upaya negara untuk mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam
sistem hukum nasional. Kerangka ini diperkuat oleh tiga prinsip utama, yakni pembangunan berkelanjutan,
prinsip kehati-hatian, dan prinsip pencemar membayar, yang secara yuridis mengikat seluruh aktor
pembangunan. Namun demikian, keberadaan regulasi yang lengkap belum berbanding lurus dengan
efektivitas perlindungan di lapangan.

Keselarasan antara regulasi nasional dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya
SDG 13 tentang Climate Action, masih bersifat parsial atau belum mencakup seluruh aspek target SDG 13
secara utuh. Sebagian besar regulasi nasional masih bersifat sektoral, belum secara eksplisit mengadopsi
keseluruhan target SDG 13, dan cenderung berorientasi pada aspek administratif daripada pendekatan
strategis-preventif sebagaimana dituntut oleh agenda global. Implementasi Nationally Determined
Contributions (NDC) yang menargetkan penurunan emisi hingga 43,20% dengan dukungan internasional
pun masih menghadapi hambatan serius berupa lemahnya koordinasi lintas sektor dan kesenjangan vertikal
antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah.

Problematika penegakan hukum lingkungan bersumber dari persoalan struktural yang saling berkaitan.
Tumpang tindih kewenangan antarlembaga, gejala regulatory capture yang menempatkan kepentingan
industri di atas kepentingan lingkungan, keterbatasan kapasitas aparat pengawas, serta praktik korupsi dalam
sektor perizinan dan pengawasan menjadi faktor-faktor yang secara kolektif mereduksi fungsi hukum
lingkungan dari instrumen perlindungan menjadi sekadar formalitas administratif. Kasus pencemaran Sungai
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Citarum yang bahkan memerlukan intervensi Peraturan Presiden dan pelibatan institusi militer menjadi potret
paling nyata dari kegagalan sistemik tersebut.

SARAN

Pertama, perlu dilakukan revisi komprehensif terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH guna
mengintegrasikan seluruh target SDG 13 dan perkembangan hukum iklim internasional terkini ke dalam
kerangka hukum nasional secara sistematis, termasuk penguatan jaminan perlindungan hak-hak lingkungan
masyarakat adat melalui Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang saat ini masih dalam
pembahasan di DPR.

Kedua, pemerintah perlu membentuk mekanisme koordinasi regulasi lintas kementerian antara KLHK,
Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian yang permanen dan mengikat untuk mengakhiri
tumpang tindih kewenangan antara KLHK, ATR/BPN, dan pemerintah daerah. Harmonisasi harus dilakukan
dalam dua dimensi sekaligus, yakni harmonisasi vertikal antara hukum internasional dengan hukum nasional
serta antara regulasi pusat dengan daerah, dan harmonisasi horizontal antarsektor regulasi yang berkaitan
dengan lingkungan hidup seperti pertambangan, kehutanan, pertanahan, dan tata ruang.

Ketiga, pendekatan penegakan hukum lingkungan perlu bergeser dari model represif-administratif menuju
model transformatif seperti mewajibkan pemulihan ekosistem sebagai bagian dari sanksi pidana yang
berorientasi pada pemulihan ekosistem, rehabilitasi masyarakat terdampak, dan pencegahan sistemik.
Optimalisasi sanksi pidana sebagai instrumen efek jera yang nyata harus menjadi prioritas, mengingat
dominasi sanksi administratif selama ini dinilai tidak memberikan deterrence yang memadai bagi pelanggar.

Keempat, reformasi kelembagaan harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kompetensi aparat
pengawas lingkungan, pengembangan infrastruktur pemantauan emisi yang terintegrasi, penyediaan
laboratorium uji lingkungan terakreditasi di seluruh provinsi, serta penguatan integritas dan independensi
penegak hukum dari tekanan korporasi maupun kepentingan politik. Transparansi data lingkungan melalui
portal data lingkungan yang dapat diakses publik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat berperan
aktif sebagai bagian dari sistem pengawasan.

Kelima, penguatan hukum lingkungan ke depan harus mengintegrasikan konsep keadilan iklim (climate
justice) secara konkret dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada kelompok
masyarakat rentan seperti pelayan, petani, dan masyarakat adat yang paling menanggung beban dampak
perubahan iklim meskipun bukan penyumbang emisi terbesar. Indonesia juga perlu memperkuat perannya
dalam forum internasional lingkungan hidup guna mendorong penguatan karakter mengikat dari instrumen
hukum iklim global, sehingga komitmen NDC benar-benar terwujud bukan hanya sebagai janji normatif,
melainkan sebagai kewajiban yuridis yang konsisten diimplementasikan di seluruh tingkatan pemerintahan.
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